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BAB I 

PENDAHULUAN 

                                                                                           

1.1. Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir, dominasi produk impor dalam sektor-

sektor industri di Indonesia menjadi sorotan utama. Misalnya, industri otomotif, 

elektronik, tekstil, dan peralatan industri menghadapi tantangan dominasi produk 

impor. Pada Juli 2022, pengeluaran pemerintah untuk belanja kementerian, 

lembaga, dan pemerintah daerah masih didominasi oleh produk impor, mencapai 

total Rp722,88 triliun, sementara belanja untuk produk dalam negeri hanya 

Rp180,72 triliun. Hal ini menjadi perhatian penting karena terdapat setidaknya 842 

produk yang dapat menjadi substitusi dan tersedia melalui e-katalog. Fenomena 

dominasi barang impor dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah disebabkan 

oleh beberapa faktor, seperti ketergantungan pada impor, ketidakmampuan 

produksi domestik yang memadai, dan preferensi konsumen terhadap produk 

impor. (Agus, 2022). 

Presiden menyatakan bahwa pengadaan barang melalui impor lebih 

mudah dan harga barang dapat lebih terjangkau. Namun, menurutnya, ada satu 

potensi yang hilang dalam kegiatan pengadaan melalui impor, yaitu peluang untuk 

menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa dapat 

menjadi strategi untuk membangun industri kecil terkait dengan barang tersebut. 

Selain itu, Indonesia saat ini berupaya aktif mengurangi defisit transaksi berjalan 

dan neraca perdagangan. Diharapkan industri substitusi barang impor segera 
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dipersiapkan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor dan akhirnya 

mengurangi defisit yang terjadi. (Rusman, 2019). 

Pemerintah Indonesia intensif meningkatkan produktivitas dalam negeri 

melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

Tujuannya adalah mendorong masyarakat dan instansi pemerintah untuk lebih 

banyak menggunakan produk dalam negeri dalam proses pengadaan yang dibiayai 

oleh APBN/APBD. Langkah ini bertujuan meningkatkan kemampuan produksi dan 

kualitas barang dan jasa dalam industri nasional, sehingga dapat bersaing di pasar 

internasional. Kebijakan P3DN juga berfungsi sebagai perlindungan tambahan 

terhadap potensi pelemahan nilai tukar dan mengurangi ketergantungan pasar 

domestik pada produk impor. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 3 

Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 

tentang Pemberdayaan Industri. (Indonesia H. S., 2022). 

Sejak awal tahun 2022, pemerintah berupaya keras meningkatkan 

penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi impor, terutama dalam belanja 

kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN. Pada tanggal 

30 Maret 2022, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang 

Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga 

Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Indonesia 

H. S., 2022). Melalui Inpres tersebut, Kepala Negara memberikan instruksi agar 

setidaknya 40 persen dari anggaran belanja barang/jasa dialokasikan untuk 

mengadopsi produk UMKM dan Koperasi yang merupakan hasil produksi dalam 

negeri (PDN). Selain itu, minimal Rp400 triliun dari APBN dan APBD 2022 
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diarahkan untuk digunakan dalam PDN dengan memberikan prioritas pada produk 

UMKM (Agus, 2022). 

Walaupun kebijakan tersebut berasal dari kebijakan domestik, namun 

implementasinya telah menciptakan dinamika dalam hubungan internasional, 

lantaran kebijakan tersebut menjadi panduan bagi Indonesia dalam melakukan 

kerjasama internasional terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dapat 

diamati dalam proses negosiasi dengan negara mitra yang beracuan pada prinsip 

non-diskriminasi yang terdapat dalam Government Procurement Agreement (GPA), 

salah satunya Uni Eropa dalam proses perundingan Indonesia-European Union 

Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). 

Praktik perdagangan internasional pengadaan barang/jasa pemerintah 

sendiri diatur dalam Government Procurement Agreement (GPA). GPA merupakan 

perjanjian plurilateral dalam kerangka WTO memberi arti bahwa tidak semua 

anggota WTO menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. GPA dibuat dengan tujuan 

menciptakan pengadaan yang terbuka, transparan, dan tidak diskriminatif agar 

dapat mengoptimalkan persaingan di antara pemasok. Hal ini dikarenakan banyak 

pemerintah yang menggunakan pengadaan pemerintah untuk mencapai tujuan 

kebijakan dalam negeri lainnya, seperti promosi sektor industri lokal tertentu atau 

kelompok sosial, sedangkan WTO menganggap pemberian perlakuan istimewa 

semacam ini mendiskriminasi pemasok asing karena berperan sebagai trade 

barriers di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah (WTO, WTO and government 

procurement, 2023) Naskah perjanjian GPA menetapkan peraturan yang 

mensyaratkan kondisi persaingan yang terbuka, adil, dan transparan dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah ((WTO), 2023). 
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Indonesia sendiri merupakan observer untuk GPA sehingga bukan 

merupakan anggota dalam Perjanjian tersebut, namun tetap berpartisipasi dalam 

Komite Pengadaan Pemerintah sebagai Pengamat. Artinya, Indonesia tidak wajib 

mematuhi aturan non-diskriminasi dan national treatment yang diterapkan ((WTO), 

2023). “Akan tetapi, pada realitanya, Indonesia kerap kali bermitra dengan negara-

negara yang merupakan anggota GPA WTO sehingga dalam praktik negosiasi 

negara mitra yang merupakan pihak GPA WTO tetap menggunakan naskah GPA 

WTO sebagai basis perundingan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga 

proses perundingan terhambat. Hingga Februari 2023, Indonesia dalam proses 

perundingan dua Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) 

dengan negara pihak GPA WTO, yakni IEU CEPA dan I-CA CEPA (R. Fitriadi, 

komunikasi pribadi, 18 Januari 2023). 

Indonesia mengacu pada UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 

sedangkan mitranya yakni Uni Eropa mengacu pada naskah GPA, kerap kali 

menjadikan proses negosiasi terhambat (Syukri H. A., 2021). Naskah GPA WTO 

mengharapkan anggotanya menerapkan prinsip non diskriminasi dan tidak 

menerapkan persyaratan kewajiban pemenuhan TKDN, dimana TKDN terdapat 

jelas dalam regulasi Indonesia. Prinsip-prinsip perdagangan bebas ini sederhananya 

meminta semua negara memberlakukan warga negara asing dan negara sendiri 

secara sama, sehingga tidak peduli produk diproduksi domestik atau produksi asing 

juga tetap diperlakukan sama (Sood, 2012). Sepanjang proses perundingan, pihak 

Uni Eropa meminta Indonesia menyepakati prinsip non diskriminasi dan menolak 

bentuk-bentuk proteksionis Indonesia termasuk memberi insentif sertifikasi 

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memberi insentif untuk pihak swasta 
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yang konsisten memakai produk dalam negeri, serta memberikan fasilitas berupa 

preferensi harga dan kemudahan administrasi seperti tercantum dalam Pasal 88 UU 

RI No. 3 Tahun 2014 (Indonesia K. P., 2016). 

Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (IEU CEPA) dalam bahasa Indonesia diartikan Perjanjian Kemitraan 

Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa. Berbeda dengan pakta FTA yang 

hanya bertujuan menghilangkan hambatan tarif, CEPA mencakup area kerja sama 

yang jauh lebih luas, dengan tidak hanya mengurangi hambatan perdagangan, 

namun juga membahas masalah investasi, bantuan ekonomi, kerjasama teknologi 

dan energi terbarukan dan sebagainya sehingga bersifat komprehensif (Kemlu, 

2023). Perundingan IEU CEPA didasari pada hasil studi pada tahun 2010 yakni 

kajian berjudul “Invigorating the Indonesia-European Union Partnership Toward 

a Comprehensive Economic Partnership Agreement”. 

Kajian tersebut menunjukkan bahwa jika hubungan ekonomi dan 

perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa direalisasikan dalam suatu perjanjian 

kemitraan yang komprehensif dan mencakup isu-isu terkini, maka potensinya 

sangat besar. Kemudian, pada 2012 Indonesia dan Uni Eropa mulai menentukan 

ruang lingkup dan kedalaman komitmen yang akan dirundingkan melalui scoping 

paper. Kemudian terjadi vakum selama 4 tahun lantaran dalam prosesnya diselingi 

pergantian pemerintahan, dan perundingan sepakat dihidupkan kembali dengan 

menyelesaikan scoping paper pada April 2016. Kedua pihak meyakini peluang 

kerjasama IEU CEPA akan dapat mendukung peningkatan ekonomi dan memenuhi 

kepentingan nasional bagi Indonesia dan Uni Eropa (EU, 2011). Setelah Juli 2016, 

kedua pihak berhasil meluncurkan joint scoping paper. 
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Salah satu ruang lingkup kesepakatan ini dalam Government 

Procurement Chapter adalah “The Agreement should achieve improvements in 

market access on the basis of the principles of non - discrimination and national 

treatment. IEU”. (Joint Scoping Paper for an EU – Indonesia Comprehensive 

Partnership Agreement). Artinya, IEU CEPA menargetkan peningkatan akses pasar 

berdasar prinsip-prinsip non-diskriminasi (non-discrimination) dan perlakuan 

nasional (national treatment), sehingga kedua pihak tidak diperbolehkan 

memberikan perlakuan berbeda termasuk dengan preferensi produk dalam negeri 

(Amalia & Syukri, 2020). 

Manfaat yang diekspektasikan dari perjanjian ini adalah akses pasar yang 

lebih besar ke negara anggota UE agar dapat meningkatkan kinerja ekspor 

Indonesia di pasar Uni Eropa. Sejak disepakatinya scoping paper IEU CEPA 

hingga Februari 2023, telah diadakan negosiasi sebanyak tiga belas putaran. Sejauh 

ini, proses negosiasi masih terkendala di pembahasan prinsip non-diskriminasi 

tersebut. Masalahnya, dalam negosiasi terdapat prinsip usaha tunggal, atau biasa 

dikenal dengan “nothing is agreed until everything is agreed”, yang berarti semua 

chapter harus disepakati. Sebagai gambaran, apabila hampir semua masalah dalam 

bab (misalnya perdagangan barang, investasi, dan hak kekayaan intelektual) telah 

disepakati, namun jika ada satu masalah yang belum disepakati (misalnya 

pengadaan barang/jasa pemerintah), maka kesepakatan keseluruhan tidak dapat 

ditandatangani dan harus menunggu masalah ynag tertunda untuk diselesaikan. 

Dalam hal ini, jika pengadaan barang/jasa pemerintah tidak disepakati, tidak akan 

ada IEU CEPA sama sekali. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti. Pasalnya, 

Uni Eropa telah menegaskan bahwa Government Procurement Chapter tidak akan 
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disepakati jika tidak ada akses pasar berdasarkan prinsip non-diskriminasi (Amalia 

& Syukri, 2020). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari pendahuluan yang dijelaskan di atas, dapat dilihat ada permasalahan 

yang muncul dari fakta-fakta tersebut, penulis dapat merumuskan masalah: 

“Bagaimana dinamika negosiasi IEU CEPA yang terjadi dalam konteks 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, penelitian dilakukan atas dasar tujuan: 

Mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi dalam proses negosiasi IEU 

CEPA dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi pada teori negosiasi internasional, 

menganalisis tentang dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan 

Uni Eropa dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, serta 

menjadi sumber referensi dan rujukan bagi peneliti, mahasiswa, dan 

praktisi yang tertarik dengan topik yang sama atau terkait di bidang 

hubungan internasional, perdagangan internasional, negosiasi, dan 

pengadaan barang jasa pemerintah. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Bagi negosiator IEU CEPA on GP Chapter, penelitian ini dapat 

membantu dalam memahami perspektif dan kepentingan kedua pihak yang 

terlibat dalam negosiasi IEU CEPA terkait pengadaan barang jasa 

pemerintah, untuk meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan 

yang saling menguntungkan. 
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